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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    33    TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16 TAHUN 

2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK 

NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Bantuan 

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan 

Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

SALINAN 



    

2 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 97); 
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9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta 

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 103); 

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah 

pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak 

Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan 

Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2022 Nomor 17); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG 

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/ 

MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan 

Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman 

Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

(1) Satuan Pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri wajib 

melaporkan jumlah peserta didik kepada Kepala Dinas sesuai Dapodik. 

(2) Satuan Pendidikan SD Swasta, MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta, MTs 

Negeri dan Swasta wajib mengajukan proposal permohonan hibah BOSDA 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 31 Mei tahun 

anggaran sebelumnya. 

(3) Jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai 

dasar usulan pencairan BOSDA. 

(4) Mekanisme penyaluran BOSDA diatur sebagai berikut :   

a. Satuan Pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri : 

1. Dinas melakukan penyaluran BOSDA sesuai data jumlah peserta 

didik di Dapodik; dan 

2. Dinas melakukan penyaluran BOSDA ke rekening masing-masing 

Satuan Pendidikan. 

b. SD Swasta, MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta, dan MTs Negeri dan 

Swasta : 

1. Dinas melakukan verifikasi proposal permohonan hibah BOSDA; 

2. Kepala Sekolah wajib melaporkan jumlah peserta didik kepada Kepala 

Dinas sesuai Dapodik/EMIS; 
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3. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 dan 

jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dinas 

memproses pengajuan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima 

dan Besaran Penerimaan Hibah BOSDA kepada SD Swasta, MI Negeri 

dan Swasta, SMP Swasta dan MTs Negeri dan Swasta; 

4. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3, 

Dinas memproses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan 

ditandatangani oleh para pihak dengan dilampiri : 

a) RKAS dan RAB penggunaan hibah BOSDA; dan 

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 

5. Dinas melakukan penyaluran hibah BOSDA ke rekening masing-

masing Satuan Pendidikan. 

(5) Sekolah penerima BOSDA harus membelanjakan dana BOSDA sesuai 

RKAS paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Desember. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 20 April 2022 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Diundangkan di Bantul  

pada tanggal 20 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  

 

ttd 

HELMI JAMHARIS  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 33 


